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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 467/ k27

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan ;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar
Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan ;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

ae

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional,;

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2008 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri

dari :

1. Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat Penerima
Bantuan Iuran (KIS PBI);

2. Pelayanan Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS);

3. Pelayanan Surat Keterangan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS);

Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH);

Pelayanan Program Sembako;

Pelayanan Eks Psikotik (ODGJ);

Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak;
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KETIGA

KEEMPAT

8. Pelayanan Surat Tanda Daftar/ljin Operasional
LKS /Panti Asuhan,;
Pelayanan Gelandangan dan Orang Terlantar;

10. Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan  sebagai acuan  dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasaan dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 20 Januari 2022




